
BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 3? TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KER.IA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 dan pasal 5
huruf d angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tana
Tora.ia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan
Pembentukan Susunan Dan Tipe Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah;

b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 7
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah perlu diatur mengenai Kedudukan,
Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja
Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tana Tora.ia tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\:gas dan
Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tana
Toraja;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tarnbahan [,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 35O2);
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Menetapkan

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 Tentang
Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2O14 Nomor 6, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679l.;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KER.IA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TANA TORAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
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l. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
i.rrusrrr pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom'

3. Bupati adalah BupatiTanaTorqia.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.

5. Dinas adalah DinaS Koperasi, Usarha Kecil darn Menengah Kabupaten
Tana Toraja yang membantu darr mendukung penyelenggaraan tugas
Bupati urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan
menengah.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tana Toraja.

7. Trrgas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.

9. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas
jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang
jabatan.

10. Koperasi adalah badan usaha yang berangqotakal orang-seorang atau
badan hukum, koperasi dengan melaldaskan kegiatalnya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasar atas asas kekeluargaan.

11. Usaha Kecil Menengah selanjutnya disinekat UKM adalah jenis usaha
kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 2OO.0O0.OO0
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

12. Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disingkat KSP adalah koperasi
yang kegiatan atau iasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan
peminjaman untuk anggotanya.

13. Unit Simpan Pinjam selanjutnya disingkat USP adalah unit usaha pada
Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan piqjam, sebagai bagran
dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

14. Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disingkat BUMN adalah badan
usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan.

15. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
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BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Umum;
3. Sub Beglan Kepegawaian.

c. Bidang Kelembagaan Koperasi, terdiri dari :

1. Seksi Badan Hukum Dan Organisasi Koperasi;
2. Seksi Penguatan Kelembagaan;
3. Seksi Keanggotaan dan Advokasi.

d. Bidang Pengawasan dan Pembinaan Koperasi, terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan;

2. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi;
3. Seksi Pendampingan Kasus Perkoperasian.

e. Bidang Usaha dan Pembiayaan, terdiri dari :

1. Seksi Produksi;
2. Seksi Pembiayaan;
3. Seksi Pemasaran dan Kemitraan;

f. Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), terdiri dari :

1. Seksi Kelembagaan UKM;
2. Seksi Usaha dan Promosi UKM;
3. Seksi Kemitraan dan Pembiayaan UKM.

(21 Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
5sfagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagran Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas
yang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Koperasi dan UKM yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah
Daerah.
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12) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. men5rusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelalsanaan tugas
kepada bawahan sehingga pekerjaan berjafan hncar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. menJrusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang
koperasi dan UKM;

g. menetapkan kebijakan perencanaan, pembinaal, pengawasanr
pengembangan dan pemberdayaan serta perizinan koperasi dan
UKM;

h. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan,
pengawasan, pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan
UKM;

i. mengoordinasikan pemberian pertimbangan teknis pemberian izin
usaha simpan pinjam;

j. mengoordinasikan penyelenggarakan pembentukan, penggabungan
dan peleburan serta fasilitasi pembubaran dan penyelesaian
masalah akibat pembubaran koperasi;

k. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dalam rangka
pembinaan koperasi dan UKM;

l. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama/kernitraan
di bidang koperasi dan UKM;

m. memberikan sanksi administratif kepada koperasi di tingkat
Kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya;

n. menyelenggarakan kebijakan program, keuangan, umum,
perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;

o. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian,
lembaga pemerintah non kementerian, dan lemboga lainnya dalam
rangka penyelenggaraan urusan bidang koperasi dan UKM;

p. menilai prestasi keda dan kedisiplinan ASN lingkup Dinas untuk
pembinaan karier;

q. menJrusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan
memberikarr saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan Lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas melaksanakan fungsi :

a. perumusan kebiiakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah;
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b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;

d. pelaksanaanadministrasiDinas;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas
dan fungsinya.

$agian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

(l) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu dan
mendukung pelaksanaan hrgas Kepala Dinas dalam melaksanakan
koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi
pen1rusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan
dalam lingkungan Dinas.

(21 Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah sebagai
berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendiskibusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahal sehingga peke{aan berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menlrusun r€rncangErn, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi
pelaksanaan kegiatan;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan pen5rusunan perencana€rn,
pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan
keuangan Dinas;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi
umum dan kepegawaian;

i. mengoordinasikandanmel,aksanakan pelayanan ketatausahaan;
j. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;

k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi
keuangan;

l. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan,
pemeliharaan dan penghapusan barang;

m. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan
tatalaksana;

n. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
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o. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan
keprotokolan;

p. mengoordinasikan dal melaksanakan pengr-rmpulan, pengolahan,
penyqjian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;

q. menilai prestasi kerja dan kedisiplinan bawahan untuk pembinaan
karier;

r. menJrusun laporal hasil pelalsanaan tugas Sekretaris dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;

s. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non
formal;

t. melalsanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris melaksanakan fungsi :

a. pengoordinasian pelaksalaan tugas dalam lingkungan Dinas;

b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;

c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;

d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

(l) Sub B"glan Program dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas
Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan
perencanaan, penyajian data dan informasi, serta pelaksanaan evaluasi
pelaksanaan kegiatan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah sebagai
berikut:

a. men5rusun rencana kegiatan Subbegan Program dan Evaluasi
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada staf sehingga pekerjaan berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dal mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Program dan Evaluasi untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaal tugas;

d. men5rusun ranc€rngzrn, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengoordinasikan, menlapkan bahan dan melakukan
pen5rusunan perencErnaarn program, kegiatan, dan anggaran;

g. menghimpun dan menyajikan data dan informasi perenczrnaan
program dan kegiatal Dinas;
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menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi
kinerja;

mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;

menilai prestasi kerja dan kedisiplinan staf untuk pembinaan
karier;

menJrusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian
Program dan Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas
membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris dalam
mengumpulkan bahan, melakukan urusan ketatausahaan, administrasi
pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, penatausahaal
keuangan serta urusan rumah tangga.

l2l Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai
berikut:

a. men)rusun rencana kegiatan Subbagian Umum sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada staf sehingga pekerjaan berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Umum untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. men5rusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melakukan pengklasifrkasian sr:rat menurut jenisnya;

g. melalrulan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk
dan keluar;

h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
i. menyiapkan bahan dan men5rusun rencana kebutuhan,

pemeliharaan dan penghapusan barang;
j. menyiapkan bahan dan men5rusun administrasi pengadaan,

pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan
barang;

k. menyiapkan bahan dan men)rusun daftar inventarisasi barang serta
menJrusun laporan barang inventaris;

l. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan
urusan rumah tangga Dinas;

h

k.

1

j

I

m,
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m. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan,
penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;

n. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksaanaan rapat dinas,
upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;

o. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan
perjalanan dinas pegawai;

p. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan
organisasi dan tatalaksana;

q. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana- 
kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan
rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran
Dinas;

r. mengumpulkan bahan, men5rusun, dan mengelola administrasi
keuangan Dinas;

s. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan
penerimaan keuangan Dinas;

t. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;

u. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;

v. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti
laporan hasil pemeriksaan keuangan;

w. menilai prestasi kerja dan kedisiplinan staf untuk pembinaan

karier;

x. men5rusun laporan hasil pelaksanaan 
- 
rugas Kep-ala Subbagian

Umum serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan perumusan kebijakan;

y. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;dan

z. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

(l) Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

rn.-pr:rry.i tugas membantu dan mendukung pelaksanaan

Setretaris dalam mengumpulkan bahan, mengelola data

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian'

bagran,
tugas

dan

(21 Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' adalah sebagai

berikut:

a. menJrusun rencana kegiatan Subbagian Kepegawaian sebagai

pedoman dalam Pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

kepada staf sehingga pekerjaan be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan SiUfagian Kepegawaian untuk mengetahui

perkembangan Pelaksanaan tugas;
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d. men5rusun rancang€rn, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menyiapkan bahan, menghimpr:n dan mengelola data kehadiran
pegawai;

g. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;

h. men5rusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya
manusia di lingkungan Dinas;

i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan ASN;

j. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi
kepegawaian;

k.menilaiprestasikerjadankedisiplinanstafuntukpembinaart
karier;

1. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian
Kepegawaiansertamemberikansaranpertimbangankepadaataszrn
sebagai bahan perumusan kebijakan;

m. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

n. melakukan tugas kedinasan lain yang

Bagian Ketiga

Bidang Kelembagaan KoPerasi

Pasal 9

(1) Bidang Kelembagaan Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang

memp-unyai tugis membantu dan menunjang pelaksanaan tugas

x.p"i" 6inas dl=alam merumuskan bahan kebijalan, merencanakan,
mengatur, melaksanakaa dan mengendalikan Badan Hukum Organisasi

Kope"rasi,- Penguatan Kelemba an serta Keanggotaan dan Advokasi

Koperasi.

(21 Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (f), adaiah sebagai

berikut:

a. menyusun rencarta kegiatan Bidang Kelembagaan Koperasi sebagai

pedoman dalam Pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

kepada bawahan sehingga pekerjaan berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan BidLg Kelembagaan Koperasi untuk mengetahui
perkembangan Pelaksanaan tugas;

d. men5rusun rEurcangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau

menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis terkait
kelembagaan koPerasi;
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c melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
kebijaksanaan teknis operasional pengembangan Badan Hukum
dan Organisasi Koperasi, Penguatan Kelembagaan, Keanggotaan
dan Advokasi;

melaksanakan koordinasi pembinaan
pembentukan koperasi, Pembubaran,
peleburan dan pembagian koPerasi;

i. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi pembentukan,
p.t gg"b,:ng"r, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi;

j. mengoordinasikan dan memfasilitasi pengumuman pendirian'- p".ol"han anggaran dasar koperasi serta pembubaran koperasi;

k. mengusulkan pemberian sanksi administratif kepada koperasi di
tingkat Kabupaten dan yang tidak melaksanakan kewajibannya;

l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

m. menilai prestasi kerja dan kedisiplinan bawalran untuk pembinaan
karier;

n. men5rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kelembagaan
Koperasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan;

o. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non

formal;

p. mel,aksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di

atas, Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi melaksanakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis Bidang Kelembagaan Koperasi;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kelembagaan Koperasi;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kelembagaqn Koperasi;

d. pelaksanaan administrasi Bidang Kelembagaan Koperasi;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya'

Pasal 10

SeksiBadanHukumdanorganisasiKoperasidipimpinolehKepala
Seksi yalg mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan

tugas Ke KoPerasi dalam melakukan
p.iyi"p"t pelaksanaan kebijakan teknis
*..rg.tt.i koPerasi'

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai

berikut:

a.menyusunrencanakegiatanSeksiBadanHukumDanorganisasi
Koperasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

kepada staf sehingga pekerjaan berjalan lancar;

h terhadap pelaksanaan
penggabungan serta

(3)

(1)

(21
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Badan Hukum Dan Organisasi Koperisi untuk
mengetahui untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rurncangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengumpulkan bahan dan menlrusun konsep kebijakan, pedoman

dan petunjuk teknis badan hukum dan organisasi koperasi;
g. memfasilitasi pembentukan, penggabungan, peleburan, pembagran

dan pembubaran koperasi;

h. menyiapkan dan memberi petunjuk pelaksanaan pembentukan,
pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar (PAD)
serta pembubaran koperasi;

i. melakukan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pengesahan pembentukan, penggabungan, peleburan,
pembagian dan pembubaran koperasi;

j. melakukan koordinasi proses persetujuan pembukaan kantor
cabang pembantu dan kantor cabang koperasi;

k. menilai prestasi dan kedisiplinan staf untuk pembinaan karier;
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi badan hukum

dan organisasi koperasi dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

m. meningkatlan kompetensi dan prestasi kerja; dan

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya;

Pasal 1 1

(1) Seksi Penguatan Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas
Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi da-lam melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
Tatalaksana Koperasi.

(21 Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai
berikut:
a. men]rusun rencana kegiatan Seksi Penguatan Kelembagaan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada staf sehingga pekerjaan berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Penguatan Kelembagaan untuk mengetahui
perkembalgan pelaksanaan tugas ;

d. men5rusun ranc.rngzrn, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengumpulkan bahan dan men5rusun konsep kebijakan, pedoman
dan petunjuk teknis terkait penguatan kelembagaan;
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mengoordinasikan dan melakukan pembinaan penatalaksanaan
administrasi usaha koperasi;

melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan rapat anggota
atau rapat lainnya pada koperasi tingkat Kabupaten;

menyiapkan bahan dalam rangka pemberian penghargaan di
bidang koperasi;

melakukan pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana

organisasi dan tatalaksana koperasi;

menilai prestasi kerja dan kedisiplinan staf untuk pembinaan

karier;

menJrusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penguatan

Kelembagaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan perumusan kebijakan;

meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan

sesuai bidang tugasnya.

(1)

(21

Pasal 12

diPimPin oleh KePala Seksi Yang
mendukung Pelaksanaan tugas

rasi dalam melakukan PenYiaPan
aan kebijakan teknis bidang

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), adalah sebagai

berikut:

a. menyusun renczrna kegiatan Seksi Keanggotaan dan Advokasi

sebagai pedoman dalam pelaksz aan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

kepada staf sehingga pekerjaan berjalan lancar;

c. gevaluasi pelaksanaan tugas dalam
dan Advokasi untuk mengetahui

Pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi' memaraf dan/ atau

menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengumpulkan bahan dan men5rusun konsep kebijakan' pedoman- 
a;;.djuk teknis terkait keanggotaan dan advokasi;

g. melakukan pembinaan keanggotaan dan advokasi koperasi;

h. men]rusun standarisasi dan pedoman tentang keanggotaan dan

advokasi koPerasi;

i. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan pengembangan organisasi koperasi;

j. melakukan inventarisasi perkembangan keanggotaan koperasi;

k. menilai prestasi kerja dan kedisiplinan staf untuk pembinaan

karier;



l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Keanggotaan
dan Advokasi dan memberikan saran pertiinbangan f..p"a.?t""",
sebagai bahan perumusan kebijakan;

m. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
n' melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahka, oleh atasan

sesuai bidang tugasnya.
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Bagian Keempat
Bidang Pengawasan Dan pembinaan Koperasi

Pasal 13

Bidang Pengawasal dan pembinaan Koperasi dipimpin oleh Kepala
Bidang_ yang mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanlan
tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebi$akan
teknis terkait pengawasan, pembinaan usaha koperasi dan
pendampingan terhadap kasus koperasi.

$n9ian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 5slagai
berikut:

a. menJ rsun rencana kegiatan Bidang Pengawasan Dan pembinaan
Koperasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga pekerjaan berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Pengawasan dan Pembinaan Koperasi untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

men5rusun rzrncangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

menjrusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis terkait
pengawas€rn dan pemeriksaan koperasi;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan koperasi;

menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian kesehatal
koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;

menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian kesehatan
koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah /unit simpan pinjam
pembiayaan syariah;

menyiapkan bahan pelaksanaan penindakan dan penerapan sanksi
terhadap koperasi yang melanggar ketentuan peraturan perrndang-
undangan;

memeriksa usaha simpan pinjam dan usaha non simpan pinjam
serta kelembagaan koperasi;

menyiapkan bahan dan men1rusun peningkatan kepatuhan
peraturan perundang-undangan;

menilai prestasi kerja dan kedisiplinan bawahan untuk pembinaan
karier;

(1)

(21
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n. men1rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan
dan Pembinaan Koperasi serta penilaian kesehatan usaha simpan
pinjam koperasi dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebaqai bahan perumusan kebijakan;

o. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non
formal; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas'
Kepala Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Koperasi melaksanakan
fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengawasan Dan Pembinaan
Koperasi;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengawasan dan Pembinaan
Koperasi;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengawasan dal
Pembinaan Koperasi;

d. pelaksanaan administrasi Bidang Pengawasan dan Pembinaan
Koperasi;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Seksi Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Koperasi dalam
mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan bahan kebijakan teknis, di
bidang pengawasan.

(21 Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai

berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan sebagai pedoman
dalam Pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada staf sehingga pekerjaan berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pengawasan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. men5rusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengumpulkan bahan dan men5msun kebijakan' pedoman dan
petunjuk teknis terkait pengawasan koperasi;

g. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti
Iaporan hasil Pengawasan;

h. menyiapkan bahan pembinaan fasilitasi pengawasan koperasi;

i. melakukan penerapan aturan legal, usaha dan keuangan, serta
transaksi;



(1)

t2l

- 16-

j. melalrukan pengawasan koperasi oleh pemerintah Kabupaten, dan
wilayah keanggotaan koperasi;

k. melakukan pengawasan ke koperasi di bidang pelaksanaan
kegiatan organisasi;

I. melakukan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan tentang
perkoperasian sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan koperasi;

m. melakukan peningkatan kesadaran para pengelola Koperasi dalam
mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

n. melakukan pengawasan tentang kelengkapan legalitas dan
organisasi koperasi;

o. menilai prestasi kerja dan kedisiplinan staf untuk pembinaan
karier;

p. men5rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan- 
Kepatuhan Dan Kelembagaan dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

q. meningkatkan kompetensi dan prestasi ke{a;

r. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

Seksi Pembinaan Usaha Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas
Xepaia Bidang Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dalam
mengoordinasikan, mengendalikan, mengkaji, dan merumuskan bahan
kebifakan teknis, di bidang pembinaan usaha dan penilaian kesehatan
usaia simpan pinjam koperasi dan usaha simpan pinjam dan
pembiayaan syariah.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai

berikut:

a. men3rusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Usaha Koperasi
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada staf sehingga pekerjaan be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
Iingkungan Seksi Pembinaan Usaha Koperasi untuk mengetahui
perkembangan Pelaksanaan tugas;

d. menJrusun rancangar, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengumpulkan dan menyusun konsep kebijal<an, pedoman dan
petunjuk teknis terkait pembinaan koperasi;

C. menyiapkan bahan Pembinaan Usaha bagi KSP/USP Koperasi,
- Koperasi Kredit, KSP Pembiayaan Syariah dan USP Pembiayaan

Syariah;

h. melakukan pembinaan ke koperasi yang melaksanakan kegiatan
penghimpunan dana;
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mengontrol keseimbalgan dana koperasi;

melakukan pembinaan dan pengawasan penyaluran dana kegiatan
usaha simpan pinjam KSP/Koperasi Ikedit dan USP Koperasi, KSP
Pembiayaan Syariah dan USP Pembiayaan Syariah;

melakukaa pembinaan terhadap koperasi dan KSP/Koperasi Kredit
dan USP Koperasi, KSP Pembiayaan Syariah dan USP Pembiayaan
Syariah atas laporan anggota koperasi dan masyarakat atas

digaan pelanggaran pelaksanaan organisasi koperasi;

menilai prestasi kerja dan kedisiplinan staf untuk pembinaan

karier;

menJrusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan

Usafra Koperasi dan usahi simpan pinjlm pembiayaan syariah

serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai

bahan perumusan kebijakan; dan

meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Seksi Pendampingan Kasus Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugai membantu dan mendukung pelaksanaan tugas

fepia gidani Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dalam

mengoordinasifan, mJngkaji, dan merumuskan bahan kebijakan teknis

di bidang pendampingan kasus perkoperasian'

l2l Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai

berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendampingan Kasus

Perkoperasian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

kepada staf sehingga pekerjaan berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Sek*si Pendampingan Kasus Perkoperasian untuk
mJngetahui untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. men5rusun rzrncangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau

menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengumpulkan dn menyusun konsep kebijakal' pedoman dan

p.t -."nirrt t"tttis terkait pendampingan kasus koperasi;

C. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti
- lapoian hasil pendampingan kasus perkoperasian;

h. menyiapkan bahan pembinaan fasilitasi pendampingan kasus

perkoPerasian;

i. melakukan pendampingan terhadap koperasi dan KSP/Koperasi

Iftedit dan USP Kopeiasi, KSP Pembiayaan Syariah dan USP

Pembiayaan Syariah atas laporan anggota koperasi dan

masyarakat atas dugaan pelanggaran pelaksanaan organisasi
koperasi;
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j. melakukan pendampingan dalam penyelesaian kasus koperasi
secara internal organisasi ;

k. melakukan penerapan sanksi administrasi dalam pelanggaran;

l. melakukan pelimpahan perkara ke aparat hukum;
m. melakukan pemantauan pelaksanaan sanksi dan keputusan hasil

pelimpahan perkara;

n. melakukan rehabilitasi kelembagaan dan usaha;

o. menilai prestasi kerja dan kedisiplinan staf untuk pembinaan karir
p. menJrusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pendampingan

Kasus Perkoperasian dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

q. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

r. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Usaha Dan Pembiayaan

Pasal 17

(l) Bidang Usaha Dan Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang
mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas
Kepala Dinas dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan
pelaksanaan produksi, pembiayaan, pemasarandan kemitraan koperasi

l2l Rincian tugas sebagaimana dimalsud pada ayat (1), adalah sebagai
berikut:
a. men)msun rencana kegiatan Bidang Usaha Dan Pembiayaan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga peke{aan berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Usaha Dan Pembiayaaa untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. men)rusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis terkait usaha
dan pembiayaan koperasi;

g. menyiapkan bahan pembinaan dan pedoman dalam pemantapal
dan pengembangan usaha koperasi dibidang produksi;

h. melaksanakan bimbingan, pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan bidang peningkatan kualitas produksi pertanian,
perikanan, peternakan dan industri serta jasa peningkatan
standardisasi produk;

i. melalcsanakan pembinaan dan pengembangan melalui
pembiayaan Koperasi;
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j. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan sistim pemasaran dan
kemitraan bagi Koperasi;

k. menilai prestasi ke{a dan kedisiplinan bawahan untuk pembinaan
karir;

l. menyusun laporan hasil pelal<sanaan tugas Bidang Bidang Usaha
Dan Pembiayaal Koperasi dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai ba-t.an perumusan kebijakan;

m. meningkatkan kompetensi meldui pendidikan formal dan non
formal;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,
Kepala Bidang Usaha Dan Pembiayaan melaksanakan fungsi :

a. perumus€rn kebijakan teknis Bidang Usaha dan Pembiayaan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Usaha dan Pembiayaan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Usaha dan
Pembiayaan;

d. pelaksanaan administrasi Bidang Usaha dan Pembiayaan;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Seksi Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas
membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Kepala Bidang Usaha
Dan Pembiayaan dalam melakukan pengrmpulan, pengolahan,
penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan tehnis dan bimbingan
usaha koperasi di bidang Produksi.

(21 Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai
berikut:

a. men]rusun rencana kegiatan Seksi Produksi sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada staf sehingga peke{aan be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Produksi untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. men1 lsun rElncangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengumpulkan dan menyusun konsep kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis terkait usaha koperasi bidang produksi;

g. menyiapkan bahan pembinaan dan pedoman dalam pemantapan
dan pengembangan usaha koperasi dibidang produksi;

h. mengkoordinasikan pembinaal dalam rangka pelaksanaan dan
penyele saian masalah dibidang produksi;
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i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan
kualitas produksi disektor pertalian, perikanan dan petemakan,
dan industri serta jasa peningkatan standardisasi produk;

j. melakukan pembinaan dan kerjasama dengan industri terkait
untuk fasilitasi pengembangan usaha koperasi dibidang produksi;

k. menilai prestrasi kerja dan kedisiplinan staf untuk pembinaan
karir;

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Produksi dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;

m. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

n. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Seksi Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas
membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Kepala Bidang Usaha
Dan Pembiayaan dalam melakukan pengumpulan, pengolahan,
penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis dan bimbingan
usaha koperasi di bidang pembiayaan.

(21 Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), adalah sebagai

berikut:

a. menJrusun rencana kegiatan Seksi sebagai pedoman dalam
pelalsanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada staf sehingga pekedaan berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi untuk mengetahui untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. men5rusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengumpulkan dan menyusun konsep kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis terkait usaha koperasi di bidang pembiayaan;

g. menyiapkan bahan pembinaan dan pedoman dalam pemantapan
dan pengembangan usaha koperasi dibidang pembiayaan;

h. mengkoordinasikan pembinaan dalam rangka pelaksanaan dan
penyelesaian masalah di bidang pembiayaan;

i. melakukan pembinaan dan pengembangan pembiayaan koperasi;

j. melakukan fasilitasi pembiayaan melalui penjaminan dan
pe mbiayaan bagi koperasi;

k. menyiapkan bahan pembinaan fasilitasi pembiayaan dan
permodalan dan jasa keuangan;

1. melakukan pembinaan dan kerjasama dengan perbankan dan non
bank gu.na fasilitasi pembiayaan usaha koperasi;
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(1)

t2t

m. menilai prestasi kerja dan kedisiplinan staf untuk pembinaan karir;

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembiayaan dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebdakan;

o. meningkatkan kompetensi dan prestasi ke{a; dan

p. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 2O

Seksi Pemasaran dan Kemitraan dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan 

- 
tugas

Xepaia Ald"rg Usaha Dan Pembiayaan Koperasi dalam melakukan
peisiapan bahan perLrmusan kebdakan teknis, bimbingan teknis
koperasi dan UKM dibidang pemasar€rn dan kemitraan.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai

berikut:

a. men5rusun rencana kegiatan Seksi Pemasaran dan Kemitraan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada staf sehingga pekerjaan berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sekii Pemasaran dan Kemitraan untuk mengetahui
perke mbangan Pelaksanaan tugas;

d. menJrusun rancuurgan, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengumpulkan dan menyusun konsep kebijakan, pedoman dan
petunjuli terkait pemasaran dan kemitraan koperasi;

g. melakukan pengumpulan data dan pengolahan data dalam rangka
mengembangkan pemasarand kemitraankoperasi;

h. melakukan fasilitasi dan pengembangan sistim pemasaran dan

kemitraan bagi koPerasi;

i. memberikan dukungan dan kemudahan dalam pengembangan

pemasaran dan kemitraan bagi usaha koperasi dan UKM;

mengatur PeneraPan Per]anJlan
kemitraan usaha koPerasi;

dibidang pemasaran dan

k. menilai prestasi kerja dan kedisiplinan staf untuk pembinaan karir;

l.menyusunlaporanhasilpelaksanaantugasseksidanmemberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan;

m. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

n.melakukantugaskedinasanlainyangdiperintahkanolehatasan
sesuai bidang tugasnya.

J



Bagran Keenam

Bidang UKM

Pasal 2 1

(1)

(2t

Bidang UKM dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas
membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Kepala Dinas dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijalan teknis, pelaksanaan,
pe*berh"y"at dan pengawasan serta pengendalian kelembagaan UKM,
tJsaha dan promosi UKM, serta Kemitraan dan Pembiayaan UKM'

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai

berikut:
a. men5rusun rencana kegiatan Bidang UKM sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

kepada bawahan sehingga pekerjaan berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

ii;gk""g"; Bidang UKM untuk mengetahui perkembangan

pelaksanaan tugas;

d. men5rusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau

menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menyusun kebijakan, pedomon --dan 
petunjuk teknis terkait

pemantaPan dan Pengembangan UKM;

is dalam PemberdaYaan dan
kecil dan menengah Yang meliPuti

, Pembiayaan, SDM kemitraan'
KM;

emberdaYaan dan
liputi Pendanaan /
syarat Pemenuhan

Perlindungan usaha, Prasarana dan

informasi;

i. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis UKM;

melaksanakan pembinaan dengan sosialisasi tentang kebijakan

pengembangan UKM;

menyiapkan bahan dalam rangka informasi promosi produk -
produk koPerasi dan UKM;

menilai prestasi kerja dan kedisiplinan bawahan untuk pembinaan

karir;
menyusun laporan hasil pelaksanaan -tugas 

Bidang UKM dan

memberikan saran pertimb"t'g* kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan;

meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non

formal; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya'

J

k

m

n

o
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(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,
Kepala Bidang Usaha, Kecil dan Menengah melaksanakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis Bidang UKM;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang UKM;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang UKM;

d. pelaksanaan administrasi Bidang UKM; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya'

Pasal22

(1) Seksi Kelembagaan UKM dipimpin oleh Kepala Seksi yang memprrnyai
tugas pokok membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Kepala

BiIang UKM dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan

kebijfan teknis, melakukan bimbingan teknis kelembagaan UKM dan
pengembangan dan tatalaksana UKM'

(21 Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), adalah sebagai

berikut:

a.

b.

c.

men1rusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan UKM sebagai

pedoman dalam Pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan rugas

kepada staf sehingga peke{aan berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

ii;;k"d; sekli Kelembaga"n uxu untuk mengetahui untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

menJrusun rancangan' mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

mengumpulkan dan menyusun kon-sep- -kebijakan' 
pedoman dan

petunluti tetnis terkait kelembagaa UKM;

melakukan pembinaan teknis, mengadvokasi dan pendampingan

serta memfasilitasi bagi UKM;

menyiapkan dan memberi petunjuk pelaksanaan pemberian dan

p"rrrt.t t krt usaha mikro kecil dan menengah;

melakukan pembinaan teknis kerjasama dengal instansi lembaga /
badan untuk Pengembangan umk ;

melakukan sosialisasi peraturan perundang-undalgan yang terkait

dengan pembinaan dan pengembangan umkm;

menyiapkan bahan penJrusunan pelaksanaan pedoman

peningkatan skala usaha umkm;

menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan peningkatan daya

saing umkm;

melaksanakan monitoring, evaluasi kinerja UKM;

menilai prestasi kerja dan kedisiplinan staf untuk pembinaan karir;

menJrusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi kelembagaan

u-ir,ri a.tt -"-b..ik"r, saran pe rtimbangan kepada atasan sebagai

bahan perumusan kebijakan;

d

e

f.

c.

h

J

1

k

I

m

n.

o.
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p. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;

q. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya;

Pasal 23

Seksi Usaha dan Promosi Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh
Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan mendukung
p.irk"anaro tugas Kepala Bidang Usaha UKM dalam melakukan,
pengumpulan, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, dan
bimbingan teknis usaha dan promosi UKM.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), adalah sebagai

berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Usaha Dan Promosi UKM

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada staf sehingga pekerjaan berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sekii Usaha Dan Promosi UKM untuk mengetahui
unruk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. men)rusun rancangzul, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengumpulkan bahan dan menyusun konsep kebijakan' pedoman

dan petunjuk teknis terkait usaha dan promosi UKM;

g. melalukan pembinaan pengembangan usaha dan jaringan pasar

dalam bentuk Promosi;
h. melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi

bisnis dalam rangka pen5rusunan pedoman dan bimbingan
pengembangan promosi usaha koperasi dan UKM;

i. memfasilitasi penumbuhan iklim usaha b"8I UKM dan promosi
produk koPerasi dan UKM;

j. menyiapkan bahan promosi Koperasi dan UKM;

k.melakukanpembinaandanbimbinganteknispromosibagikoperasi
dan UKM;

l. menilai prestasi kerja dan kedisiplinan staf untuk pembinaan karir;

m. menlrusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi usaha dan
promosi UKM dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan perumusan kebijakan;

n. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;

o. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya;

Pasal 24

UKM dipimpin oleh Kepala Seksi yang
an mendukung Pelaksanaan tugas

Kepala Bidang UKM dalam melakukan, penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis, dan
pembiayaan.

Seksi Kemitraan Dan PembiaYaan
mempunyai tugas membantu d

( 1)

bimbingan teknis terkait kemitraan dan
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(21 Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai
berikut:

a. menJrusun rencana kegiatan Seksi Kemitraan dan Pembiayaan
UKM sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas staf
sehingga pekerjaan berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas ddam
lingkungan Selisi Kemitraan Dan Pembiayaan UKM untuk
mengetahui untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan' mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengiliuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengumpulkan bahan dan menyusun konsep kebijakan, pedoman

aan petunlut teknis terkait kemitraan dan pembiayaan UKM;

g. melakukan fasilitasi pengembangan kemitraan dan pembiayaan

dalam rangka Permodalan, P manusia
UKM dan pEngembangan akses gan UKM'

dengan rjuu-t'l oat - BUMD lembaga

keuangan, swasta;

h. melakukan fasilitasi pengembangan usaha dengan system jaringan

usaha bagi UKM dengan swasta, BUMN dan BUMD;

i. melakukan fasilitasi akses pembiayaan bagi UKM;

j. melakukan monitoring, evaluasi kemitraan dan pembiayaan UKM;

k. menilai prestasi kerja dal1 kedisiplinan stal untuk pembinaan karir;

1. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan dan

Pemtiayaan i-lxtrl am memberikan saran perLimbangan kepada

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

m. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;

n.melakukantugaskedinasanlainyangdiperintahkanolehatasan
sesuai bidang tugasnya.

BAB V
TATA KERJA

(1)

(21

Pasal 25

Kepala Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan
rcUi3af<an umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan;

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, kepala Subbagian, Kepala

Seksi, dan seluruh ASN dalam lingkungan Dinas melaksanakan tugas

dan iungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, serta menirapkan prinsip hierarki, koordinasi, ke{asama'
i"t""s.it ", 

sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta

efektif dan efisiensi.

!
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(l)

(2t

(3)

(4)

Pasal 26

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, kepala Subbagian, Kepala
Seksi, dan seluruh ASN dalam tingkungan Dinas waji6 mematuhi
petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan berkala
dan/ atau sesuai kebutuhan secara tepat walrt, kepada aiasan masing-
masing.

Setiap laporan yang diterima sebagaimana pada ayat (l) diolah dan
{iq11akan oleh pimpinal sslagai bahan perumusan. pelaksnaan
kebijakan teknis.

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, kepala Subbagian, Kepala
Seksi, dan seluruh ASN dalam lingkungan Dinas dalam milak""oak ,
tugasnya, melakukan pengawasErn, pemantauan, pengendalian dan
evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/ atau
sesuai kebutuhan.

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, kepala Subbagian, Kepala
Seksi, dan seluruh ASN dalam lingkungan Dinas mengembangkan
koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. pejabat strukh-rral pada Satuan Keda Perangkat Daerah berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor lO Tahun 2OO8 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tana Toraja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tala Toraja Nomor I Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor lO Tahun 2OO8 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Ke{a Perangkat Daera}r Kabupaten Tana Toraja,
tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya
pejabat struktural berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a Peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor lO Tahun 2O16 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

b. pejabat strulrtural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1O Tahun 2OO8 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tana Toraja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2072 tentar::g Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2OO8 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja,
tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai
dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2O16 berdasarkan ketentuan Pasal
12 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1O Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan

c. pengisian jabatan pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati
ini dilaksanakan pada akhir Bulan Desember Tahun 2016.
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Pasal 26

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, kepala Subbagian, Kepala
Seksi, dan seluruh ASN dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi
petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan berkala
dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-
masing.

121 Setiap laporan yang diterima sebagaimana pada ayat (1) diolah dan
digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan pelaksnaan
kebijakan teknis.

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, kepala Subbagian, Kepala

Setsi, dan seluruh ASN dalam lingkungan Dinas dalam melaksanakan
tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan

"ullr."i, 
serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau

sesuai kebutuhan.

(4) Kepala Dinas, Sekretaris,
Seksi, dan seluruh ASN
koordinasi dan kerjasama de

meningkatkan kinerja dan mem
Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. pejabat struktural Pada Satuan
ieiaturan Daerah KabuPaten Tan

Pembentukan Organisasi dan Ta

Tana Toraja sebagaimana
KabuPaten Tana Toraja Nom
Peraturan Daerah Nomor

Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

b. pejabat struktural Pada Satuan
P"."t ."tt Daerah KabuPaten Tan
Pembentukan Organisasi dan Ta

Tana Toraja sebagaimana telah
Kabupaten Tana Toraja Nomor 1

Peraturan Daerah Nomor 10

buPaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan

c. pengisian jabatan pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati
- 

irri iiUl"rttakan pada akhir Bulan Desember Tahun 2016'
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Toraja Tahun 2O09 Nomor 22) dicabut

Pasal 29
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

lsar sgtiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
P"plti ini dengan penempatannya dalam Berita oaeiah Ka6upaten Tana
Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal I Des_ ei:b er 2a 16

BUPATI TANA TORAJA,

NICODEMUS BIRINGKAN

Diundangkan di Makale
pada tanggal 3 Der enl:er 2115

KABUPATEN TANA TORA"IA,

S SIRANTE

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORA"IA TAHUN 2016 NOMOR 37
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SEKSI
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BUPATI TANA TORA.IA,
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